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Abstract: The Role and Coordination of Agencies in Empowering Prisoner at Prison. The study 
was conducted to analyze the implementation of independence program in the management of 
freshwater fish, that aims to empowering the inmates. This program is the result of coordination 
the Prison of Class II B Pasuruan with the Office of Maritime and Fisheries Pasuruan. This study 
uses descriptive research with a qualitative approach. The method  used of the research is the 
model of data analysis research by Miles and Huberman. The result of the research is 1). 
Coordination and the role in this coordination is done by the functions and duties of each in both 
the Prison of Class II B and the Office of Marine and Fisheries. 2). The result of implementation 
independence in the management of freshwater fish has succeded in creating a real 
implementation of development activities and effective enough for inmates. 3). Factors in this 
program is inhibiting factors that is the lack of socialization schedule and last in terms of 
marketing is having problems. And then supproting factors is the MoU, facilities and 
infrastructure, the budget funds, and last is the participation and support of inmate. 
Keywords : The role of, Coordination, Empowerment, Prison, Management of Freshwater fish. 
 
 
Abstrak: Peran dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
pelaksanaan program kemandirian pengelolaan ikan air tawar yang bertujuan untuk 
memberdayakan narapidana. Program ini merupakan hasil koordinasi antara Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode 
yang digunakan penelitian yaitu model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini 
adalah 1). Koordinasi dan peran yang dilakukan dalam koordinasi ini berdasarkan fungsi dan tugas 
masing-masing baik itu pada Lapas Klas II B dan Dinas Kelautan dan Perikanan. 2). Hasil 
pelaksanaan program kemandirian pengelolaan ikan air tawar ini telah berhasil menciptakan 
sebuah pelaksanaan kegiatan pembinaan yang nyata dan berjalan cukup efektif bagi narapidana. 
3). Faktor pada pelaksanaan program pengelolaan ikan air tawar ini terdapat faktor penghambat 
yaitu kurangnya jadwal bimbingan serta masalah hal pemasaran,  dan faktor pendukung yaitu 
adanya kesepakatan (MoU), adanya dana, adanya sarana dan prasarana, dan partisipasi narapidana. 
 
Kata Kunci : Peran, Koordinasi, Pemberdayaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Pengelolaan 
ikan air tawar.  
 
 
 
Pendahuluan 
Lembaga Pemasyarakatan yang dinaungi 
oleh Kementerian Hukum dan HAM yang 
menganut sistem pemasyarakatan yaitu 
sistem yang berorientasi pada pembinaan, 
pengayoman, serta memasyarakatkan 
narapidana tanpa ada unsur balas dendam. 
Oleh karena itu, pihak Lembaga 
Pemasyarakatan berusaha memberikan suatu 
pembinaan guna memberdayakan 
narapidana untuk memperoleh perubahan 
arah hidup yang lebih baik. Seperti yang 
telah dilakukan oleh Dirjen PAS 
Kementerian Hukum dan HAM dengan 
Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian 
Kelautan dan Perikanan melakukan sebuah 
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koordinasi guna berkerjasama memberikan 
pembinaan kerja untuk narapidana melalui 
budidaya perikanan. 
Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 
II B Kota Pasuruan melakukan sebuah 
koordinasi yang didasarkan atas adanya 
kesepakatan antara kedua pemerintahan 
tersebut, maka Lapas Klas II B Kota 
Pasuruan bekerjasama dalam koordinasi 
untuk memberikan sebuah pembinaan kerja 
budidaya ikan air tawar yang mempunyai 
tujuan memberdayakan narapidana serta 
mengasah kembali SDM yang dimiliki. 
Oleh sebab itu, peneliti memfokuskan pada 
proses pembinaan budidaya ikan air tawar 
untuk narapidana yang merupakan hasil 
koordinasi antara Lapas Kota Pasuruan 
dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Pasuruan. 
 
Tinjauan pustaka 
Pembangunan 
Pembangunan adalah pada prinsipnya 
sebagai suatu perubahan menuju kearah 
yang lebih baik yang di dalamnya 
terkandung proses perubahan dari taraf 
kehidupan tertentu kearah lebih baik, serta 
merupakan suatu proses yang dinamis dan 
sistematis. Dari pengertian pembangunan, 
menurut Hikmat (2000) pembangunan 
mempunyai 3 paradigma pembangunan 
yaitu pembangunan sosial (social 
development), pembangunan berwawasan 
lingkungan (envirotmental development), 
pembangunan berpusat pada rakyat (people 
centered development). 
  
Koordinasi 
Jenis Koordinasi 
Menurut Handayaningrat dalam Moekijat 
(1994: h.32) mengemukakan jenis 
koordinasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :  
a) Koordinasi intern terdiri atas : 
Koordinasi vertikal, koordinasi 
horizontal, dan koordinasi diagonal. 
b) Koordinasi ekstern termasuk koordinasi 
fungsional yang bersifat horizontal 
 
Syarat-syarat Koordinasi 
Tripathi dan Reddy dalam Moekijat 
(1994: h.39) menyebutkan bahwa ada 9 
(sembilan) syarat untuk mewujudkan 
koordinasi yang efektif, yaitu:  
a. Hubungan langsung  
Bahwa koordinasi dapat lebih mudah 
dicapai melalui hubungan pribadi 
langsung.  
b. Kesempatan awal 
Koordinasi dapat dicapai lebih mudah 
dalam tingkat-tingkat awal perencanaan 
dan pembuatan kebijaksanaan.  
c. Kontinuitas  
Koordinasi merupakan suatu proses yang 
kontinu dan harus berlangsung pada 
semua waktu mulai dari tahap 
perencanaan.  
d. Dinamisme  
Koordinasi harus secara terus-menerus 
diubah mengingat perubahan lingkungan 
baik intern maupun ekstern.  
e. Tujuan yang jelas 
Tujuan yang jelas itu penting untuk 
memperoleh koordinasi yang efektif. 
f. Organisasi yang sederhana 
Struktur organisasi yang sederhana 
memudahkan koordinasi yang efektif.  
g. Perumusan wewenang dan tanggung 
jawab yang jelas 
Wewenang yang jelas tidak hanya 
mengurangi pertentangan di antara 
pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi 
juga membantu mereka dalam pekerjaan 
dengan kesatuan tujuan. 
h. Komunikasi yang efektif 
Komunikasi yang efektif merupakan 
salah satu persyaratan untuk koordinasi 
yang baik.. 
i. Kepemimpinan supervisi yang efektif 
Kepemimpinan yang efektif menjamin 
koordinasi kegiatan orang-orang, baik 
pada tingkat perencanaan maupun pada 
tingkat pelaksanaan. 
  
Pemberdayaan  
Menurut Nadhir (2009: h.1) menyebutkan 
“pemberdayaan sebagai proses perubahan 
diri masyarakat secara partisipatif menuju 
kesejahteraan dan kemandirian”. Sebagai 
tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada 
keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 
sebuah perubahan sosial. Dalam Suharto 
(2006: h.66) pemberdayaan dapat dilakukan 
melalui asas atau mantra pemberdayaan 
(empowerment setting), yaitu:  
a. Azas Mikro 
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Pemberdayaan dilakukan terhadap klien 
secara individu. Model ini disebut 
sebagai pendekatan yang berpusat pada 
tugas (Task Centered Approach). 
b. Azas Mezzo 
Pemberdayaan dilakukan terhadap 
sekelompok klien dengan menggunakan 
kelompok lain sebagai media intervensi. 
c. Azas Makro 
Disebut juga strategi sistem besar (large 
sytem strategy) karena sasaran perubahan 
diarahkan pada sistem lingkungan yang 
lebih luas. 
 
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Langkah-langkah Pengembangan SDM 
Langkah-langkah dalam pengembangan 
sumber daya manusia menurut Siagian 
(2000: h.185), yaitu: 
1) Penentuan Kebutuhan, analisis 
kebutuhan itu harus mampu mendiagnosa 
dua hal, yaitu: masalah-masalah yang 
dihadapi serta tantangan dimasa depan. 
2) Penentuan Sasaran, berdasarkan analisis 
pelatihan dan pengembangan berbagai 
sasaran ditetapkan, sasaran tersebut harus 
dinyatakan sejelas dan sekongret 
mungkin. 
3) Penentuan Program, dalam penentuan 
program yang penting diperhatikan 
dalam penyelenggaraan program 
pelatihan dan pengembangan, yaitu 
antara kepentingan Pembina dan yang 
dibina. 
4) Pelaksanaan Program, bahwa 
sesungguhnya penyelenggaraan program 
pelatihan dan pengembangan sangat 
situasional sifatnya.  
5) Identifikasi Prinsip-prinsip Belajar, 
prinsip-prinsip belajar dalam 
penerapannya adalah partisipasi, 
relevansi, dan umpan balik. 
6) Identifikasi Manfaat, dalam 
pengembangan sumber daya manusia 
terkait era dengan pemikiran jangka 
pendek dan jangka panjang efektivitas 
manfaat yaitu keuntungan yang akan 
diperoleh dari dilaksanakannya program 
tersebut. 
7) Penilaian Program, dalam 
pengembangan sumber daya manusia 
pelaksanaan suatu program dikatakan 
berhasil apabila dalam diri para peserta 
terjadi proses transformasi atau 
perubahan. 
 
Pentingnya Pengembangan SDM 
Teori dan pendekatan yang dianggap 
relevan dan dapat digunakan dalam rangka 
menjelaskan pentingnya pengembangan 
sumber daya manusia, yaitu: 
a. Perspektif mutu modal manusia 
Pendekatan mutu modal manusia, Effendi 
(1993) menjelaskan bahwa kualitas sumber 
daya manusia juga perlu ditingkatkan dan 
secara teoritik bahwa sumber daya manusia 
yang tidak berkualitas tidak akan dapat 
menghasilkan keluaran (output) yang 
optimum. 
b. Perspektif Pemecahan Masalah 
Perspektif ini manusia dipandang secara 
holistik, manusia menurut Effendi (1993) 
juga menegaskan bahwa dalam model ini 
pengembangan sumber daya manusia 
melalui pendidikan dan pelatihan merupakan 
unsur yang penting dalam meningkatkan 
kualitas manusia guna mengatasi dan 
memecahkan permasalahan pembangunan. 
c. Perspektif Fungsionalisme 
Menurut Suryadi yang dikutip Rudwiandani 
(2010) mengemukakan bahwa teori 
fungsionalisme ini memusatkan perhatian 
pedayagunaan sumber daya manusia 
intelektual secara efektif sehingga akan 
memberikan dampak yang besar terhadap 
kekuatan suatu negara, sedangkan 
karakteristik dari teori ini adalah 
pemeliharaan dan pengembangan sumber 
daya manusia secara efesien. 
 
Pembinaan  
Pembinaan merupakan kegiatan yang 
membantu orang atau kelompok untuk 
mengenal hambatan-hambatan baik yang 
ada diluar maupun yang ada didalam situasi 
hidup, dan juga dapat melihat segi-segi 
positif maupun negatifnya serta mencari 
pemecahan yang mungkin terjadi. Siswanto 
(1989: h.15) menyebutkan tujuan 
pembinaan, antara lain: 
a. Untuk meningkatkan kesetiaan dan 
ketaatan. 
b. Agar lebih berdaya guna dan berhasil 
guna. 
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c. Untuk mewujudkan kualitas dan 
ketrampilan serta memupuk semangat 
dan kegairahan kerja. 
 
Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan 
penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Pada penelitian ini mempunyai 
fokus: (1) koordinasi dan peran instansi 
dalam pelaksanaan program budidaya ikan 
air tawar, (2) pelaksanaan program 
pengelolaan budidaya ikan air tawar di 
Lapas Klas II B Kota pasuruan, dan (3) 
faktor penghambat dan faktor pendukung 
yang ada dalam pelaksanaan program 
budidaya ikan air tawar. Penelitian ini, 
lokasi penelitian di Lapas Klas II B Kota 
Pasuruan dan situs penelitian Bagian 
Kegiatan Kerja. Sumber data yang diperoleh 
dari sumber data primer dan sekunder. 
Teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, dokumentasi. Untuk analisis 
data sesuai dengan Miles dan Huberman 
(1992) yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini 
untuk melakukan pengecekan data 
digunakan keabsahan data. 
 
Pembahasan  
Koordinasi Dan Peran Instansi Dalam 
Pelaksanaan Program Pengelolaan Ikan 
Air Tawar 
Koordinasi merupakan suatu penyelarasan 
atau penyusunan kembali kegiatan yang 
saling bergantung antara individu-individu 
tertentu yang memiliki tujuan yaitu 
pencapaian tujuan bersama (Moekijat, 
1994). Sebuah koordinasi dapat dilakukan 
apabila kedua pihak menciptakan suatu 
kegiatan yang didalamnya saling berkaitan 
satu sama lain.  
Seperti halnya, koordinasi yang 
dilakukan oleh Lapas Klas II B Kota 
Pasuruan dengan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Pasuruan, dalam 
koordinasinya kedua instansi tersebut 
mempunyai peran koordinasi dalam 
pelaksanaan program kemandirian 
pengelolaan budidaya perikanan ini. (1) 
Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 
koordinasi ini, antara lain: memberikan 
pembimbing, pemberi materi mengenai 
pembuatan kolam dan tata cara pemilahan 
benih, pemberi benih dan pakan. (2) Peran 
Lembaga Pemasyarakatan, yaitu: penyedia 
lahan dan pembiayan, menyediakan peserta 
pelatihan, memberikan sarana dan prasarana, 
penyedian pakan tambahan.  
Jadi jika di lihat dari kedua peran 
instansi dan lembaga pemerintah ini, Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan 
dalam koordinasi ini berperan seperti yang 
disebutkan Moekijat (1994: h.32) yaitu 
koordinasi ekstern bersifat diagonal karena 
pelaksanaan koordinasi ini menyangkut 
pelaksanaan satu program yang sama dan 
dilakukan oleh dua pihak yaitu Program 
Kemandirian Pengelolaan Budidaya Ikan 
Air Tawar. Kemudian koordinasi intern, 
termasuk dalam koordinasi vertikal yang 
bersifat koordinasi struktural, dalam 
koordinasi vertikal ini proses pelaksanaan 
mengkoordinasikan dengan yang 
dikoordinasikan secara struktural terdapat 
hubungan hirarkhis atau satu garis 
komando. 
 
Pelaksanaan Program Kemandirian Bagi 
Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam 
Pelatihan Pengelolaan Ikan Air Tawar 
a. Wujud program budidaya ikan air 
tawar  
Perwujudan nyata dari program tersebut 
dapat dilihat dari beberapa yang mendasari 
terwujudnya program kemandirian ini, 
yaitu: 1). Pengembangan SDM, dalam 
pengembangan SDM ini dimaksudkan 
sebagai program kemandirian yang dapat 
mengembangkan kualitas SDM yang 
dimiliki oleh narapidana sehingga 
memberikan suatu pengalaman untuk 
kehidupan mereka selanjutnya. 2). 
Mengurangi tingkat kejenuhan, bahwa 
Program Kemandirian Pengelolaan 
Budidaya Ikan Air Tawar ini merupakan 
sebuah kegiatan pembinaan yang diberikan 
oleh Lapas semata-mata sebagai kegiatan 
yang positif dapat mengurangi angka stress 
atau kejenuhan selama di dalam masa 
penahannya. 3). MoU (Memorandum of 
Understanding), dalam hal ini yang 
melandasi berjalannya program 
kemandirian ini ialah adanya kesepakatan 
bersama antara Dirjen PAS Kementerian 
Hukum dan HAM dengan Dirjen Perikanan 
Budidaya Kementerian Kelautan dan 
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Perikanan yang sesuai No. 
2775/DPB.5/HK.150.D5/VI/2006 dan 
E.UM.06.07-97 tahun 2006, dengan adanya 
dasar hukum ini membuat pelaksanaan 
program kemandirian melalui budidaya 
perikanan dapat berjalan. 
Jadi wujud dari pengelolaan ikan air 
tawar ini pada intinya memberikan suatu 
kegiatan yang memberdayakan khususnya 
narapidana untuk dapat memperoleh suatu 
perubahan yang lebih baik dan bermanfaat. 
Sesuai dengan Nadhir (2009: h.1) yang 
menjelaskan bahwa pemberdayaan 
merupakan sebagai proses perubahan diri 
masyarakat secara partisipatif menuju 
kesejahteraan dan kemandirian, sedangkan 
untuk tujuan pemberdayaan adalah keadaan 
atau hasil yang dicapai oleh perubahan 
sosial dan mempunyai mata pencaharian 
serta mandiri dalam melaksanakan tugas-
tugas kehidupan. 
b. Sarana dan Prasarana yang 
menunjang program budidaya ikan 
air tawar 
Terwujudnya sebuah program tidak akan 
lepas dari adanya sarana dan prasarana yang 
mendukung didalam pelaksanaannya. Pada 
Program Kemandirian Pengelolaan 
Budidaya Ikan Air Tawar juga mempunyai 
sarana dan prasarana didalamnya, sarana 
dan prasarana yang dimiliki tentu saja 
berdasarkan pembagian tugas didalam 
koordinasi.  
Sarana yang mendukung dalam program 
ini adalah kolam. Kolam merupakan sarana 
terpenting dalam program ini, Lapas 
mempunyai 5 kolam yang disesuaikan 
fungsinya dalam menunjang program 
kemandirian pengelolaan ikan air tawar ini. 
Prasarana, dalam hal ini prasarana yang 
dimiliki atau yang diberikan oleh Lapas 
berupa peralatan yang menunjang masa 
pembenihan dan pemanenan ikan, dan 
peralatan sirkulasi air dalam kolam. 
Adanya sarana dan prasarana yang 
mendukung, maka pelaksanaan serta 
program dapat berjalan dengan sinkron dan 
harmonis. Program pembudidayaan ikan air 
tawar ini juga merupakan sebuah terciptanya 
tujuan pembinaan yang dilakukan oleh 
Lapas Klas II B Kota Pasuruan. Tujuan 
pembinaan sendiri menurut  Siswanto (1989: 
h.15), antara lain: 
a) Untuk meningkatkan kesetiaan dan 
ketaatan.  
b) Agar lebih berdaya guna dan berhasil 
guna.  
c) Untuk mewujudkan kualitas dan 
ketrampilan serta memupuk semangat 
dan kegairahan kerja. 
c. Hasil pelaksanaan program budidaya 
ikan air tawar 
Setelah pembahasan mengenai perwujudan 
serta ketersediannya sarana dan prasarana 
yang dimiliki, kini mengarah pada hasil 
pelaksanaan program kemandirian 
pengelolaan budidaya ikan air tawar yang 
dimana merupakan hasil koordinasi antara 
Lapas Klas II B Kota Pasuruan dengan 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Pasuruan. Dalam Program Kemandirian 
Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar yang 
dilaksanakan oleh Lapas Klas II B Kota 
Pasuruan memiliki hasil yang efektif. 
Selain itu hasil dari pelaksanaan 
program kemandirian ini telah dirasakan 
oleh beberapa narapidana mulai dari mereka 
kurang akan wawasan mengenai 
pembudidayaan kini setelah mengikuti 
diklat pembudidayaan ini para narapidana 
mengerti akan tahap-tahap yang harus 
dilakukan dalam proses pembudidayaan 
ikan air tawar.adanya program ini 
mengingatkan pentingnya SDM bagi 
narapidana, menurut Efendi (1993) 
pentingnya pengembangan SDM dilihat  
dari: 
a) Pendekatan mutu modal manusia, 
menjelaskan manusia perlu ditingkatkan 
kualitas SDM agar menghasilkan output 
yang optimum. 
b) Pendekatan pemecahan masalah, bahwa 
pengembangan SDM melalui diklat 
merupakan unsur penting dalam 
memecahkan permasalahan 
pembangunan.  
c) Pendekatan fungsional, menjelaskan 
perhatian mengenai pedayagunaan SDM 
intelektual secara efektif dan 
karakterisitik dapat dipeliharaan secara 
efisien. 
 
Oleh karena itu, dari paparan di atas 
bahwa hasil pelaksanaan Program 
Kemandirian Pengelolaan Budidaya Ikan 
Air Tawar ini telah berjalan efektif dan 
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memberikan manfaat bagi para narapidana, 
yang dimana program kemandirian ini 
merupakan sebuah proses pembangunan 
SDM serta pemberdayaan narapidana agar 
mendapatkan sebuah pengalaman untuk 
menjadi lebih baik.  
 
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
program budidaya ikan air tawar 
a. Faktor penghambat 
Faktor yang menghambat dalam 
pelaksanaan Program Kemandirian 
Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar ini 
pada Lapas Klas II B Kota Pasuruan antara 
lain: 1). Kurangnya jadwal sosialisasi yang 
diberikan oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan dalam memberikan kontrol dan 
bimbingan. 2). Hal pemasaran, dalam 
proses Program Kemandirian Pengelolaan 
Budidaya Ikan Air Tawar ini pihak Lapas 
dalam hal ini mempunyai tujuan tersendiri 
yaitu mewirausahakan narapidana tetapi 
karena banyaknya pesaing dalam bidang 
perikanan maka pihak Lapas masih tidak 
percaya diri untuk memperjualbelikan hasil 
panennya dan untuk sementara dikonsumsi 
sendiri guna memenuhi gizi para 
narapidana. 
b. Faktor pendukung 
Untuk faktor pendukung yang menjadi 
penunjang terlaksanannya program 
kemandirian ini antara lain: 1). Adanya 
peraturan dari pemerintah pusat yaitu 
adanya Kesepakatan antara Dirjen 
Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan 
dan Perikanan dengan Dirjen PAS 
Kementerian Hukam dan HAM. 2). Adanya 
lahan kosong, dengan adanya lahan kosong 
yang dimiliki oleh Lapas Klas II B Kota 
Pasuruan. 3). Dana Anggaran Rutin, yaitu 
anggaran di setiap tahunnya berasal dari 
APBN atau dari pemerintah pusat yang 
digunakan untuk menunjang program 
pembinaan. 4). Adanya dukungan, 
kemauan, antusias, dan partisipasi 
narapidana dalam mengikuti program 
pembinaan budidaya ikan air tawar. 
Jadi dari adanya faktor penghambat 
dan pendukung didalam pelaksanaan 
koordinasi ini tentu saja dapat muncul dan 
berpengaruh. Mengingat prinsip koordinasi 
menurut Moekijat (1994) mengatakan 
bahwa prinsip dari koordinasi yaitu suatu 
hasil kerja organisasi yang efektif akan 
tercapai apabila sumber daya diselaraskan, 
diseimbangkan, dan diberikan pengarahan 
jika tidak maka tidak akan produktif. Oleh 
karena itu, dengan adanya faktor 
penghambat dan pendukung koordinasi 
antara Lapas Klas II B Kota Pasuruan 
dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Pasuruan dalam mendukung koordinasi 
tersebut keduanya melakukan keselarasan 
dan keseimbangan berdasarkan fungsi dan 
wewenang masing-masing. 
 
Kesimpulan  
Dalam pelaksanaan program budidaya ikan 
air tawar di Lapas Klas II B Kota Pasuruan 
telah berjalan secara nyata dan memiliki 
hasil yang cukup efektif untuk 
memberdayakan narapidana dalam 
mengasah kembali kemampuan. 
Pelaksanaan ini tidak akan berjalan lancar 
tanpa adanya sebuah sarana dan prasaran 
yang mendukung, di Lapas Klas II B Kota 
Pasuruan telah memiliki sarana dan 
prasaran yang menunjang terlaksananya 
program budidaya ikan air tawar ini. Untuk 
pelaksanaan koordinasi didalamnya telah 
disesuaikan berdasarkan peran dan fungsi 
kedua instansi tersebut. Didalam 
pelaksanaan ini terdapat faktor penghambat 
dan pendukung. Untuk faktor penghambat 
terdapat pada kurangnya jadwal bimbingan 
yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Pasuruan, selain itu masih 
terkendalanya masalah pemasaran. 
Untuk faktor pendukungnya, yaitu 
adanya kesepakatan yang melandasi 
terwujudnya program pembinaan melalui 
budidaya perikanan, adanya lahan kosong 
yang dapat digunakan sebagai sarana dalam 
pelaksanaan, selain itu adanya dana 
anggaran rutin yang telah disediakan oleh 
pemerintah pusat di setiap tahunnya, dan 
terakhir adanya partisipasi, antusias para 
narapidana untuk mengikuti program 
pembinaan ini. 
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